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KAJIAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SURAKARTA PROVINSI 
JAWA TENGAH TAHUN 2020 
Abstrak 
Bertambahnya penduduk yang berdampak pada terjadinya pembangunan di Kota 
Surakarta cenderung meningkat serta pertumbuhan kota yang cenderung berpusat 
di wilayah selatan, sehingga menimbulkan disparitas wilayah yang berdampak 
pada kurangnya persebaran Ruang Terbuka Hijau. Tujuan dari penelitian ini yaitu 
mengetahui agihan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta, mengidentifikasi 
ketersediaan Ruang Terbuka Hijau, dan mengananalisis kesesuaian antara 
ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dengan RTRW Kota Surakarta. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis interpretasi citra, analisis spasial, dan overlay. 
Interpretasi citra digunakan untuk mengetahui agihan ruang terbuka hijau dengan 
disertai validasi lapangan, analisis spasial untuk mengetahui perbandingan antara 
ketersediaan dengan kebutuhan ruang terbuka hijau, sedangkan overlay untuk 
mengetahui kesesuaian RTH dengan RTRW Kota Surakarta. Hasil dari penelitian 
ini berupa agihan Ruang Terbuka Hijau yang terdiri dari 16 komponen RTH yang 
tersebar di Kota Surakarta yaitu terdapat di 5 Kecamatan diantaranya, Banjarsari, 
Jebres, Laweyan, Pasar Kliwon, dan Serengan, yang di dominasi oleh lahan 
pertanian. Hasil ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta seluas 
515,381 ha atau 11,70%, sedangkan RTH Publik yang dibutuhkan sebesar 880,8 
ha atau 20% dari luas wilayah. Hasil Kesesuaian RTH yang tercatat dalam RTRW 
sudah memenuhi ketentuan dasar minimal kebutuhan RTH di wilayah Kota 
Surakarta akan tetapi hasil perhitungan berdasarkan data RTH terkait data yang 
telah di hitung, RTH Kota Surakarta belum sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam RTRW Kota Surakarta. 
Kata Kunci : Kota Surakarta, RTH, RTRW Kota Surakarta 
Abstract 
The increase in population which has an impact on the development of the city of 
Surakarta tends to increase and the growth of the city which tends to be centered 
in the southern region, resulting in regional disparities which results in a lack of 
distribution of green open spaces. The purpose of this study is to determine the 
distribution of green open spaces in the city of Surakarta, identify the availability 
of green open spaces, and analyze the suitability between the availability of green 
open spaces and the RTRW of Surakarta. This research uses image interpretation 
analysis method, spaslal analysis, and overlay. Image interpretation is used to 
determine the distribution of green open space accompanied by field validation, 
spatial analysis to determine the comparison between availability and the need for 
green open space, while the overlay is to determine the suitability of RTH and 
RTRW in Surakarta. The results of this study are in the form of a green open 
space which consists of 16 green open space components spread across the city of 
Surakarta, namely in 5 districts including Banjarsari, Jebres, Laweyan, Pasar 
Kliwon, and Serengan, which are dominated by agricultural land. The results of 
the availability of the Green Teibuka Room in the city of Surakarta are 515,381 ha 
or 11.70%, while the required public RTH is 880.8 ha or 20% of the total area. 
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The results of RTH suitability recorded in the RTRW have met the basic 
requirements of the minimum need for green open space in the Surakarta City 
area, but the results of calculations based on RTH data related to calculated data, 
the RTH of Surakarta City has not complied with the provisions set out in the 
RTRW for Surakarta City. As the growing population impacts development in 
Surakarta City tends to increase as well as cities tend to advance south, but it also 
causes a lack of green spaces that will reduce city problem. So the existence of 
green open space is crucial to offset the magnitude of continuous development. 
The study aims to know where the collections of green open space in the City of 
Surakarta identify the availability of green open space, and analyze the agreement 
between the availabitily of green open space and the Surakarta City RTRW. 
Keyword: City of Surakarta, RTH, RTRW of Surakarta 
 
1. PENDAHULUAN 
Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu komponen yang tingkat 
ketersediaannya baik kualitas maupun kuantitasnya harus selalu diperhitungkan 
dalam proses perencanaan kota (Dwihatmojo, 2013).  Tuntutan kebutuhan 
penduduk semakin meningkat sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi dalam 
pembangunan dengan tidak memperhatikan lingkungan. Hal ini tentu dapat 
menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Padahal dengan adanya Ruang 
Terbuka Hijau mampu mengatasi permasalahan lingkungan kota seperti 
pencemaran, kurangnya ketersediaan air, dan pemanasan global. 
 Berdasarkan data BPS tahun 2018 menunjukkan penggunaan lahan terdiri 
dari 11 jenis penggunaan lahan diantaranya terdapat RTH dan Non RTH. RTH 
yang terdapat di Kota Surakarta antara lain sawah, tegalan, tanah, tanah kosong, 
pemakaman, lapangan olahraga, dan taman kota, sedangkan Non Ruang Terbuka 
Hijau yakni pemukiman, jasa, perusahaan, industri, dan lain-lain. Persentase 
Ruang Terbuka Hijau terbesar terdapat penggunaan lahan digunakan sebagai 
tahan kosong sebesar 25%, sedangkan penggunaan lahan sebagai taman kota 
memiliki persentase kecil sebesar 3%. Hal ini berkaitan dengan dimana letak 
taman kota hanya terdapat di tiga kecamatan. Sehingga jika dibandingkan dengan 
Non RTH maka RTH di Kota Surakarta hanya 9% dari seluruh luas penggunaan 
lahan yang ada, sedangkan NON RTH memiliki luas 91%.  
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 Seiring dengan bertambahnya penduduk yang menimbulkan kepadatan 
penduduk sehingga menimbulkan terjadinya pembangunan di Kota Surakarta 
yang cenderung meningkat, namun tidak memperhatikan kebutuhan akan Ruang 
Kota maka keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta sangat penting 
untuk mengimbangi besarnya pembangunan kota yang terus menerus terjadi, 
dikarenakan Ruang Terbuka Hijau mampu mengurangi permasalahan kota. Hal ini 
tentu menjadi suatu masalah dalam ketersediaan Ruang Terbuka Hijau yang masih 
tergolong kurang ideal. 
 Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi agihan Ruang Terbuka 
Hijau di Kota Surakarta, serta mengevaluasi dan mengkaji kesesuaian antara 
ketersediaan dan persebaran Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta dengan 
RTRW Kota Surakarta. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti 
melakukan penelitian dengan judul “KAJIAN RUANG TERBUKA HIJAU DI 
KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020” 
 
2. METODE 
Metode penelitian dalamnpenelitian ini yakni metode penelitianndeskriptif 
melalui pendekatan survei. Pemilihan survey lokasi penelitian dilakukan secara 
purposive yaitu pemilihan lokasi berdasarkan tujuan tertentu yang bersifat tidak 
acak (Bintarto, 1979). Dalam metode ini sampel dipilih dengan pertimbangan-
pertimbangan tertentu. Setelah data primer dan sekunder diperoleh, data diolah, 
dan dilakukan evaluasi untuk mengetahui hasil dari kesesuaiannantara 
ruangnterbukanhijau yang terdapat di Kota Surakarta dengan RTRW yang berlaku 
di Kota Surakarta. 
2.1 Populasi atau Objek Penelitian 
Obyek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu seluruh Ruang 
Terbuka Hijau yang terdapat di Kota Surakarta. Ruang Terbuka Hijau yang 
dimaksud ada 16 komponen, yakni Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, 
Taman Kecamatan, Lapangan, Lahan Pertanian, Lahan Kosong, Taman Kota, 
Hutan Kota, Sabuk Hijau, Pulau Jalan dan Median Jalan, Jaluur Pejalan Kaki, 
4 
 
Sempadan Rel Kereta, Sempadan Rungai, Pengaman Sumber Mata Air, dan 
Pemakaman. 
2.2 Metode Analisis Data 
Analisis yang digunakan untuk mengetahui persebaran RTH menggunakan 
analisis interpretasi citra penginderaan jauh. Pada tahap ini digunakan untuk 
mengidentifikasi objek. Sehingga dapat diketahui persebaran Ruang Terbuka 
Hijau sudah merata ke seluruh wilayah atau belum. 
 Mengetahui tingkat ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Surakarta 
menggunakan analisis spasial. Analisis spasial dilakukan dengan proses 
pengklasifikasian berdasarkan hasil persentase dari luas ruang terbuka hijau 
kemudian dibandingkan dengan RTH yang dibutuhkan. 
 Kesesuaian Ruang Terbuka Hijau Kota Surakarta dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota Surakarta didapatkan melalui teknik overlay. Overlay 
dilakukan dengan maksud mengetahui perubahan yang terjadi pada ruang terbuka 
hijau yang tampak pada citra setelah pengecekan langsung dilapangan sehingga di 
dapatkan hasil sesuai atau tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Surakarta.. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Agihan Ruang Terbuka Hijau 
Kota Surakarta memiliki 16 komponen RTH yang terdiri dari Taman RT, Taman 
RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Lapangan, Lahan Kosong, Lahan 
Pertanian, Taman Kota, Hutan Kota, Sabuk Hijau, Pulau dan Median Jalan, Jalur 
Pejalan Kaki, Sempadan Rel Kereta, Sempadan Sungai, Pengaman Sumber Mata 
Air, dan Pemakaman yang tersebar di 5 Kecamatan di Kota Surakarta. 
Penelitian yang telah dilakukan dengan Interpretasi Citra menunjukkan 
bahwa terdapat lahan pertanian di Kecamatan Jebres, Kecamatan Banjarsari, dan 
Kecamatan Laweyan. RTH di Kota Surakarta yang tampak pada citra memiliki 
perbedaan dengan kondisi di lapangan. Perbedaan tersebut diperoleh dari hasil 
antara pengamatan citra dengan validasi lapangan. Dalam hal ini terdapat 
perbedaan antara interpretasi citra dengan kondisi lapangan dimana perbedaan 
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tersebut ditunjukkan dengan adanya penambahan komponen RTH dan 
penambahan luasan serta pengurangan luasan RTH yang tersebar di Kota 
Surakarta. Tidak semua kecamatan memiliki komponen RTH yang lengkap. 
Seperti Serengan dan Pasar Kliwon hanya terdapat 10 komponen RTH yang 
tersebar, sedangkan RTH yang hanya terdapat di satu Kecamatan yaitu Sabuk 
Hijau dan Pengaman Sumber Mata Air yang berada di Kecamatan Jebres.  
 Sabuk Hijau memiliki luas sebesar 0,001 ha dengan persentase 0% dari 
luas keseluruhan RTH Kota Surakarta, RTH tersebut memiliki luas terendah di 
antara 15 komponen RTH lainnya. Sabuk Hijau hanya terdapat di Kecamatan 
Jebres. Sabuk Hijau berupa tanaman-tanaman kecil. Sedangkan Lahan Pertanian 
merupakan RTH yang memiliki luas terbesar di Surakarta yakni memiliki luas 
sebesar 147,71 ha dengan persentase 28,66% dari luas keseluruhan RTH di Kota 
Surakarta. Lahan Pertanian hanya terdapat di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan 
Banjarsari, Kecamatan Laweyan, dan Kecamatan Jebres. 



























































Interpretasi Citra yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat lahan 
pertanian di tiga kecamatan yaitu Banjarsari, Jebres, Laweyan. Lahan Pertanian 
sangat berpengaruh untuk mengurangi permasalah kota, salah satunya dalam 
masalah sumber resapan air, sedangkan perbedaan yang ada pada obyek Ruang 
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Terbuka Hijau yang berkurang maupun bertambah seperti halnya terdapat 
penambahan ketersediaan RTH Jalur Pejalan Kaki di Kecamatan Jebres, 
sedangkan Lahan Pertanian berkurang akibat adanya pembangunan perumahan 
dan pertokoan yang terdapat di Kecamatan Banjarsari.  
 Komponen RTH yang memiliki luas paling sedikit dan hanya berada di 
satu Kecamatan yaitu Sabuk Hijau dengan luas 0,001 ha dan Pengaman Sumber 
Mata Air dengan luas 1,59 ha. Kedua komponen RTH tersebut berada di 
Kecamatan Jebres. Sabuk Hijau di Kecamatan Jebres memiliki kegunaan sebagai 
pembatas antara penggunaan lahan satu dengan yang lainnya agar tidak saling 
mengganggu. PersebarannRTH disajikan dalam gambar berikut: 
 
Gambar 1. Peta Persebaran RTH di KotaiSurakarta 
3.2 Ketersediaan RuangnTerbukanHijau 
Luasan RTH yang di butuhkan suatu Kota/Kabupaten sebesar 30% yang terdiri 
dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat di hitung dengan menggunakan rumus 
perhitungan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 berikut ini: 
Perhitungan Kebutuhan RTH Kota Surakarta 
   
 
Kebutuhan RTH (Ha) = 4.404 (ha) x 30% = 1.321,2 ha 
RTH Publik  = 4.404 (ha) x 20% = 880,8 ha 




 Hasil perhitungan kebutuhan RTH Kota Surakarta menunjukan bahwa 
Kota Surakarta membutuhkan luasan RTH sebesar 1.321,2 ha berdasarkan 
kepemilikannya RTH Publik membutuhkan luasan sebesar 880,8 ha sedangkan 
RTH Privat membutuhkan luasan sebesar 440,4 ha. Hasil dari perhitungan 
tersebut merupakan ukuran standar minimal yang dibutuhkan Kota Surakarta 
untuk menyeimbangkan antara lahan terbagun dan tidak terbangun dalam 
kaitannya dengan Ruang Terbuka Hijau. 
Perhitungan Persentase Luas RTH di Kota Surakarta 
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Berdasarkan kebutuhan RTH yang sesuai dengan yang telah ditetapkan, 
dari hasil perhitungan tersebut Kota Surakarta belum memenuhi standar minimal 




darinluas keseluruhan Kota Surakarta dan RTH Privat sebesar 0,14% dari luas 
wilayah Kota Surakarta. Hal ini berarti RTH Publik lebih mendominasi wilayah 
Kota Surakarta meskipun persentasenya belum memenuhi dalam standar minimal 
20% RTH Publik untuk wilayah kota. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan 
kebutuhan RTH sebesar 805,932 ha atau 18,3% yang terdiri dari RTH Publik 
sekitar 371,69 ha atau 8,44% dan RTH Privat sekitar 434,234 ha atau 9,86^. 
Selisih RTH yang dibutuhkan agar sesuai dengan ketersediaan RTH Kota 
Surakarta dengan jumlah sebesar 415,58 ha. Sehingga RTH di Kota Surakarta 
belum dikatakan terpenuhi karena masih terdapat selisih yang besar. Berikut 
gambar yang menunjukkan persebaran RTH Publik dan RTH Privat di Kota 
Surakarta. 
 
Gambar 2. Peta Persebaran RTH Berdasarkan Jenis Kepemilikannya 
 
3.3 Kesesuaian antara Ketersediaan RTH di Kota Surakarta dengan RTRW 
Kota Surakarta 
Pada pasal 37 yang berkaitan dengan penyediaan RTH dalam RTRW Kota 
Surakarta untuk mencapai luasan minimalw30% dari luas wilayah kota, 
digolongkan dalam RTH Privatnminimal 10% dan RTHnPubliknsebesar 20% dari 
luas wilayah kota. RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi 
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pekarangannrumah,wperkantoran, pertokoan dan tempat usaha, kawasan 
peruntukan industri, fasilitasnumum, dengan luasan sekitar 446,32nha atau sekitar 
10,13 % dari luas kota. Penyediaan RTH Publik dengan luasan sekitar 882,04nha 
atau sekitar 20,03n% darinluasnkota meliputi, RTH TamannnKota/alun-
alun/monumen dengan luas pengembangan sekitar 357 ha. RTH Taman 
Pemakaman dengan luas pengembangan sekitar 50 ha. RTH Penyangga Air 
(Resapan Air) memiliki luas sekitar 11,55 ha. RTH Sempadan Jalan dengan luas 
pengembangan sekitar 214,55 ha, RTH Sempadan Sungai dengan luas sekitar 
77,61 ha, RTH Sempadan Rel dengan luas pengembangan 73 ha, RTH Tanah 
Negara dengan luas sekitar 77,23 ha, RTH KebunnBinatang dengan luas 21,10 ha. 





























RTH dalam Rencana TatanRuang Wilayah hanya tercantum 8 komponen, dalam 
hal ini hanya 7 komponen RTH yang tercantum dalam RTRW Kota Surakarta 
yaitu Taman Kota, Pemakaman, Penyangga Air(resapan air),nJalurJalan Kota, 
Sempadan Sungai, Sempadan Rel, dan Kebun Binatang yang sesuai dengan 
kondisi di lapangan, sedangkan 1 komponen RTH yaitu RTH pada Tanah Negara 
tidak ditemukan di lapangan. 16 Komponen yang terdapat di lapangan merupakan 
RTH yang melalui pendataan dari Dinas Lingkungan Hidup serta Survey 
Lapangan. 
 Hasil overlay menunjukkan bahwa luasan obyek yang terdapat dalam 
RTRW berbeda dengan hasil digitasi, letak perbedaan tersebut diketahui 
berdasarkan obyek kecil RTH seperti Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, 
Taman Kecamatan, Lahan Kosong, Lapangan, Pulau Jalan, dan Sabuk Hijau yang 
tidak termasuk dalam RTRW, hal tersebut dikarenakan dalam RTRW hanya 
komponen RTH yang menonjol atau RTH yang memiliki luasan yang luas seperti 
Taman Kota yang tercantum, sehingga luasan RTH dalam RTRW berbeda dengan 
hasil digitasi yang dilakukan dengam penginderaan jauh.  
 RTH yang terdapat dalam RTRW Kota Surakarta sudah memenuhi 
ketentuan standard minimal dalam peraturan daerah, sedangkan RTH berdasarkan 
data serta hasil perhitungan luas RTH belum memenuhi ketentuan standar 
minimal yang tertera dalam RTRW Kota Surakarta. Hal ini berarti RTH Kota 
Surakarta belum sesuai dengan RTRW Kota Surakarta. Peta RTRW disajikan 




Gambar 3. Peta RTRW Kota Surakarta 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
1. Kota Surakarta memiliki 16 komponen RTH yang terdiri dari TamannRT, 
Taman RW, TamannKelurahan, TamannKecamatan, TamannKota, Hutan 
Kota, Lahan Kosong, Lahan Pertanian, Lapangan, Sabuk Hijau, Pulau 
Jalan dan Median Jalan, Jalur Pejalan Kaki, Sempadan Rel Kereta, 
Sempadan Sungai, Pengaman Sumber Mata Air, dan Makam. 
2. RuangnTerbukanHijau yang tersedia di Kota Surakarta yakni 515,381 ha 
atau 11,70% yang terdiri dari RTH Privat 6,14 ha atau 0,14% dan RTH 
Privat 509,241 ha atau 11,56%. Proporsi ketersediaan RTH tersebut belum 
memenuhi standar minimal yang sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007. 
3. Distribusi ketersediaan RTHmbelum mencukupi kebutuhan RTH Kota 
Surakarta, sehingga masih membutuhkan perluasan RTH sebesar 415,58  
ha atau 18,3% dari luas wilayah Kota Surakarta. 
4. RTH yang tercantum dalam RTRW hanya ada 7 kompnen yaitu Taman 
Kota, Taman Pemakaman, Penyangga Air(resapan), Jalur Jalan Kota, 
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SempadannSungai, Sempadan Rel, dan Kebun Binatang. Dengan luas 
RTH Kota Surakarta yang belum sesuai dengan  RTRW. 
4.2 Saran 
1. Perlu adanya penambahan penyebaran RTH terutama Taman Kota ke arah 
selatan seperti di Kecamatan Pasar Kliwon dan Serengan, supaya 
pertumbuhan RTH dapat merata tidak hanya di Kota Surakarta bagian 
utara Seperti KecamatanqJebres dan Kecamatan Banjarsari. Melihat 
padatnya bangunan di bagian selatan serta minimnya RTH maka sangat 
diperlukan ruang terbuka hijau untuk menunjang aktifitas masyarakat serta 
menjadikan lingkungan wilayah tersebut menjadi asri. Dan RTH Makam 
perlu di evaluasi agar berfungsi dengan baik, sebab banyak makam yang 
penuh akibat tumbuhnya tanaman liar sehingga memenuhi ruang di dalam 
makam. 
2. Diharapkan pemerintah mampu menambah luasan RTH di setiap 
kecamatan untuk memenuhi kebutuhan RTH sesuai dengan standar 
minimal RTH yang sesuai dengan ketetapan Perda Kota Surakarta. 
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